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Impor dan ekspor merupakan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan barang melalui daerah pabean
dengan melintasi batas-batas antar negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi yang
bertanggungjawab untuk melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan atas kegiatan ekspor dan impor
tersebut, atau biasa disebut dengan kegiatan lalu lintas barang, atau kegiatan kepabeanan. K epabeanan
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar
daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam rangka melindungi kepentingan dan
keamanan nasional negara, Pemerintah menetapkan beberapa peraturan terkait kegiatan ini, salah satunya
peraturan mengenai pembatasan impor. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang K etentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa
oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang mana dalam salah satu ketentuannya mengatur
mengenai pembatasan impor barang yang dilakukan oleh Penumpang Sarana Pengangkut. Meskipun
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 telah spesifik menjabarkan mengenal pembatasan
barang yang dibawa Penumpang dan kewajiban Penumpang untuk memenuhi kewajiban pabeannya, namun
dalam penerapannya masih ditemukan beberapa penyimpangan. Atas timbulnya penyimpangan-
penyimpangan tersebut, efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017
dipertanyakan. Terkait dengan efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017
dan pencegahan serta penindakan penyulundupan, Pejabat Bea dan Cukai harus memastikan kegiatan
kepabeanan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjalankan fungsi pelayanan dan
pengawasannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Imports and exports are activities to bring goods into and out of the customs territory by crossing the borders
between countries. The Directorate General of Customs and Excise is the authorized party responsible for
carrying out the service and supervision for the export and import activities, or commonly referred to as
Customs Activities. Customs means all activities pertaining to the supervision of incoming and outgoing
traffic goods into or from the customs territory, aso the collection of import and export duties. In order to
establish afirm national legal system that serves the the national interests and security of the country, the
Government establish several regulations related to this activity, which one of the regulation is regarding
restrictions on imports. The Minister of Finance has issued Regulation Number 203/PMK.04/2017
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concerning Provisions on Export and Import of Goods Carried by Passengers and Crew of Transport
Facilities, which in one of the provisions regulates the limitation on the import goods carried by Passengers
of Transport Facilities. Although the Minister of Finance Regulation Number 203/PMK .04/2017 has
specifically outlined the restrictions on imported goods carried by Passengers and the obligations for
Passengers to fulfill their customs duties, there are still some deviations on the implementation. For the
emergence of these deviations, the effectiveness and the application of the Regulation Number
203/PMK.04/2017 is questionable. Regarding to this concern and to prevent smuggling, Customs and Excise
Officers must ensure that customs activities are carried out in accordance to regulations by performing out
their service and supervision functions as regul ated.



